
WALIKOT BATAM 
PROPINSI KEP. LAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM 
NOMOR 8 lAHUN 2016 

TENlfANG 
l 
i 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGM MENENGAH DAERA-H (RP.JMD) 

Menimbang 

Mengingat 

KOTA BATAM TAHUN 2016-2021 
I 

I 
I 

DENGAN RAHMAT TUJ-lAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTt\ BATAM, 

a. bahwa dalclm rangka penyelenggaraan 
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan 
pelayanan ke~ada masyarakat, perlu jisusun 
Rencana Pemb~ngunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kota ~atam untuk kurun waktu 5 (lima) 
tahun yang m~rupakan penjabaran visi, n1isi dan 
program W aliko~a terpilih; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal-264 Undang
Undang Nornor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan IPaerah menyebutkan bahwa ::<encana 
Pembangunan IJangka Menengah Daerah 1RPJMD) 
ditetapkan den~an Peraturan Daerah dalar1 kurun 
waktu paling lf:tma 6 (enam) bulan setelah Kepala 
Daerah terpilih idilantik; 

c. bahwa berda~arkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud hur"4f a dan b, perlu ditetapkan Peraturan 
Daerah Kota B~tam tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotc, Batam 
Tahun 2016-2d21; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indoriesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undar1lg Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan · Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, · Kabupaten Rokan Hilir, K;::tbupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten K~antan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 1999 
Nomor 181, llambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norhor 3902) sebagaimana telaJ1 diubah 
beberapa ka$ terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Vndang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan i Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu,: Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupitten Karimun, Kabupaten Natuna, 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

(Lembaran Neg Ira Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Ta~bahan Lembaran Negara !<.epublik 
Indonesia Nom9r 4880); 

Undang-Undan~
1 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Ne ara (Lembaran Negara F:epublik 
Indonesia Tah

1 

n 2003 Nomor 4 7_, Ta1nbahan 
Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undan$ Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perenjcanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Neg~ra Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Ta~bahan Lembaran Negara F~epublik 
Indonesia Nomqr 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan I}euangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 :Nomor 126, Tambahan L<:·mbaran 
Negara Republi~ Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pemqangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025 (Le[mbaran Negara Republik Indonesia 

I 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan !Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Taliun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negttra Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana ~elah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Unda~g-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 T?-hun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lemlbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nd>mor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndoJ1esia Nomor 5679); 

Peraturan Pe~erintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Penge~olaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republ~k Indonesia Tahun 2005 No1nor 140, 
Tam bah an Letn bar an N egara Repu blik Indonesia 
Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatai Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi PeU::tksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lem~aran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nbmor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoljlesia Nomor 4817); 

I 

Peraturan Me~teri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentangi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahl(ln 2008 tentang Tahapan, Tata cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 



11. 

12. 

Peraturan DaeJh Provinsi Kepulauan Riau 1\omor 2 
Tahun 2009 tet'tang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daera (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau 
Tahun 2005-2 25 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Ria Tahun 2009 Nomor 2, Tarnbahan 
Lembaran Daer~h Provinsi Kepulauan Riau Tahun 
2009 Nomor 2); 

Peraturan Daerq.th Kota 8atam Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Pokok-IPokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 

I 

Nomor 3, Tam~ahan Lembaran Daerah Kotc:. 8atam 
Nomor 100); 

Dengan Persetujuan 8ersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM 

D~n 

WALIKOiA 8ATAM 

MEMU1'USKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DA8RAH KOTA 8ATAM TENTANG 
RENCANA PEM8~NGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH (RPJMD) ~OTA 8ATAM TAHUN 2016-2021. 

8~8 I 

KETENTUAN UMUM 

Pa$al 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah ~Kota Batam. 

2. Pemerintah Da~rah adalah Pemerintah Kota 8atam. 

3. Walikota adalah Walikota 8atam. 

4. Dewan Perwakpan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRb adalah Dewan Perwakilar. Rakyat 
Daerah Kota 8atam; 

5. Pemerintah PUisat, yang disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan Petnerintah Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negan~ Republik Indonesia Tahun 1945 
beserta Kemert terian dan Lem baga Pemerin tah Non 
Kernen terian. 

6. 8adan Pengu~ahaan Kawasan Perdagangan 8ebas 
dan Pelabuhctn 8ebas, yang selajutnya disebut 
Badan Pengusahaan adalah Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdf:tgangan 8ebas dan Pelabuhan 8ebas 
8atam. · 

7. Anggaran Penpapatan dan Belanja Daera::-1 adalah 
Anggaran Pertdapatan dan Belanja Daerah Kota 



8. Perangkat Daer~h yang untuk selanjutnya di singkat 
PD adalah uns~r pembantu Walikota dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenapgan Daerah. 

9. Pembangunan U>aerah adalah pemanfaatan sumber 
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat y~ng nyata, baik dalam aspek 
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya 
saing, maupun! peningkatan indeks pembangunan 
manusia di daertah untuk mewujudkan visi daerah. 

10. Rencana Pem~angunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2005-20+25 yang selanjutnya disingkat RPJPD 
adalah dokurhen perencanaan pembangunan 
Daerah untuk, periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 
2025. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Batam 'Pahun 2016-2021 yang selanjutnya 
disingkat RPJMD Tahun 2016-2021 adalah 
dokumen pereqcanaan pembangunan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2016 
sampai dengani tahun 2021. 

12. Rencana Kerja ;Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan padia akhir periode perencanaan. 

14. Misi adalah rurnusan umum mengenai upa~ra-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

15. Pagu Indikatif: adalah meru pakan pagu anggaran 
bersifat perkiraan, yang diberikan kepada 
kementerianjlembagajdinas/PD untuk setiap 
program kegiatan. 

Bf\B II 
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2016-2021 

Pasal 2 

(1) RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan rencana 
5 {lima) tahun yang menggambarkan : 

a. visi, misi, dan program Walikota sebagai Kepala 
Daerah; 

b. berisikan arah kebijakan pembangunan, 
kebijakan umum, keuangan daerah, dan program 
pembangunan yang akan dilaksanakar. oleh PD, 
disertai ¢lengan kerangka pendanaan yang 
bersifat indikatif; dan 



c. berisikan ~rogram yang menggambarkan 
keterlibatan ~unia usaha, masyarakat dc:.n juga 
Pemerintah yang mendukung perwujudc:.n visi, 
misi dan program W alikota. 

(2) RPJMD Tahun :2016-2021 sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan 
Rencana Strateg}s PD dan RKPD. 

BAB III 
SISTEMATIKA RPJMO TAHUN 2016-2021 

Pasal3 

Sistematika RPJMO Tahun 2016-2021 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BABIV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

BABIX 

BABX: 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAER~H 

GAMBARAN PENGELOLAAN' KEliANGAN 
DAERAH 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAlV 

PEMBANGUNAN DAERAH 

INDIKASI RENCANA PROGRAM PR[ORITAS 

YANG DISERTAI KEBUTUHAN 

PENDANAAN 

PENETAPAN 

DAEAAH 

INDIKATOR KINERJA 

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH 

PELAKSANA 

Pasal4 

RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimakst:d dalam 
Pasal 3 tercantum da]am Lampiran yang merupakc:.n bagian 
tidak terpisahkan dad Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5 

RPJMD Tahun 20 16+-2021 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 merupakarl pedoman dalam periyelenggaraan 
pemerintahan, pengeHolaan pembangunan dan pelayanan 
publik. 



I 
BAB/IV 

SUMBER PE~BIAYAAN 
i 

Pas~l6 

( 1) Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana 
dimaksud dalam P~sal 2 ayat ( 1) dan ayat (2) clibiayai 
dengan dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan B¢lanja Daerah Tahun 2016-2021 dan 
sumber-sumber pernbiayaan lainnya. 

(2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebaga.imana 
dimaksud pada ayitt ( 1) meliputi Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara, ,Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi kepulauan Riau, Anggaran Badan 
Pengusahaan serta sumber-sumber pembiayaan 
lainnya yang sah sesuai peraturan pert:ndang
undangan. 

(3) Dalam Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 
sebagaimana dimelksud ayat ( 1), Walikota hanya yang 
bertanggungjawab. terhadap pendanaan yang 
bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah. 

BABY 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daetah melakukan pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-20:21. 

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 
2016-2021 seb~gaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berpedloman kepada ketentuan peraturan 
perundang-undartgan. 

Pa$al 8 

Penilaian atas evalu~si pencapaian kinerja Pernerintah 
Daerah dalam melaksanakan RPJMD Tahun 20-_6-2021, 
dilakukan hanya terh~dap seluruh program dan kcrja yang 
dilaksanakan oleh Bemerintah Daerah dengan sumber 
pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Pasal9 

(1) RPJMD Tahun 2016-2021 dapat diubah apabila 
hasil pengende}tlian dan evaluasi tidak sesuc.i dengan 
keadaan at8ju karena penyesuaian terhadap 
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

(2) Dalam hal perubahan RPJMD yang akan dilakukan 
berupa perub~han capaian sasaran tahunan, tetapi 
tidak menguqah target pencapaian target sasaran 
akhir pembangunan jangka menengah, maka 
perubahan RJPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota setelah dibahas dengan 



(3) 
I 

Dalam hal perul:iahan RPJMD yang akan dilakukan 
karena terjadi1ya perubahan yang merdasar, 
mencakup antata lain; terjadinya bencana alam, 
goncangan poli ~ik, krisis ekonomi, konflik so sial 
budaya, ganggu~n keamanan, pemekaran caerah, 
dan/ a tau perub~han kebijakan nasional, sehingga 
dapat berakibat berubahnya target pencapaian 
sasaran akhir pembangunan jangka menengah, 
maka penetapan perubahan RPJMD Tahun 2016-
2021 ditetapkam dengan Peraturan Daerah. 

BAB VI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 
di undangkan. 

Agar supaya setiap 0rang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batan1. 

Ditetapkan di Batam 
pada tanggal ~ Oktober 2016 

TA BATAIVI, 
~ / ___ _, .. 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal 'lhOktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM, 

~~ 
AGUSSA 

LEMBARAN DAERAH K TA BATAM.TAHUN 2016 NOMOR 8 

NOREG PERATURAN DA 
RIAU: (6/45/2016) 

H KOTJ\ BATAM PROVINSI KEPULAUAN 



PEDOMAN TRANS/Sf DAN KAIDAH l'ELAKSANAAN 

1. Pedoman Transisi: 

B~BX 
! 

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 menjadj pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 

pertama dibawah kepemimpinan Kepala daeraij dan wakil kepala daerah terpilih ha ;il pemilihan 

umum kepala daerah (pemilukada) pada peniode berikutnya.Hal ini penting untuk menjaga 

kesinambungan pembangunan dan mengisi keko~ongan RKPD setelah RPJMD berakhir. 

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertuju~n menyelesaikan masalah-masalah pe·mbangunan 

yang belum seluruhnya tertangani sampai de11gan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah 

pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun. pertama masa pemerintahan baru. 

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terp,sahkan dari 

RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pc:da periode 

berikutnya. 

2. Kaidah Pelaksanaan: 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil ke.:>ala daerah 

terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala: PO menyusun Renstra PO dan pede man untuk 

menyusun RKPO. 

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi: 

A. PO, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program

program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; 

B. PO berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujua n, strategi, 

kebijakan, program, dan kegiatan sesuai qengan tugas dan fungsi masing-masi 1g PO dan 

menjadi pedoman dalam menyusun Renja PO setiap tahun; 

C. PO berkewajiban menjamin konsistensi anta~a RPJMD dengan Renstra PO; 

0. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk 

melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra PO. 

RPJMD KOTA BATAM 2016-2021 X- 1 



I 
! 

PENJE~SAN 

ATfoJS 

PERATURAN DAE~H KOTA BATAM 

NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021 

I. UM:UM 

Bahwa dalam rangka me:mberikan arah dan tujuan dalam 
mewujudkan cita-cita dan tuduan pembangunan Daerah sesuai 
dengan Visi, Misi Kepala Daenah, dan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan perubahannya, perlu di susun Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 5 Tahun 
mendatang. 

RPJMD Tahun 2016-2021 rnerupakan penjabaran Visi, rt1isi dan 
Program Walikota yang penyu$unannya berpedoman pada J~encana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang 
memperhatikan Rencana Pem!bangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Nasional. 

Penyusunan RPJMD Ta]p.un 2016-2021 dilakukan secara 
partisipatif dengan melibatk~n seluruh pemangku kepentingan 
pembangunan serta mengacu kepada ketentuan P~~raturan 

Perundang-undangan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal2 

Cukup jelas 

Pasal3 

Cukup jelas 

Pasal4 

Cukup jelas 

Pasal5 

Cukup jelas 

Pasal6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 



Pasal8 

Cukup jelas 

Pasal9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 
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